
  

 
 

WALIKOTA BATU 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN  WALIKOTA BATU 
NOMOR 65 TAHUN 2017 

 

TENTANG  
 

 

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS 

LENGKAP YANG DIBEBANKAN KEPADA MASYARAKAT  
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

WALIKOTA BATU, 

 

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Diktum KESEMBILAN 

Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam 

Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-

3167A Tahun 2017, dan Nomor: 34 Tahun 2017, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pembiayaan  

  Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang 

Dibebankan kepada Masyarakat; 

 

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor  104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2043); 

2. Undang-Undang   Nomor  51   Prp.   Tahun   1960   

tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang 

Berhak atau Kuasanya; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Tahun  2001  Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Tahun  2004  Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

SALINAN 
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7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5804); 

14. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang 

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan; 

15. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang 

Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; 

16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997 tentang  Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
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Pendaftaran Tanah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 

tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; 

19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016 

tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan; 

20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 

Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Tanah; 

21. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 

Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan 

Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran 

Tanah; 

22. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme 

Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang 

Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota; 

23. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri 

Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 

25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, dan 

Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan 

Pendaftaran Tanah Sistematis; 

24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 

tentang  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan; 

25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 

tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu 

Tahun 2010–2030; 

26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017; 

28. Peraturan Walikota Batu Nomor 95 Tahun 2016 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
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Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Walikota Batu Nomor 58 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 

95 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2017; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBIAYAAN 

PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS 

LENGKAP YANG DIBEBANKAN KEPADA MASYARAKAT.  

 
 

Pasal 1 

 

Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap yang Dibebankan kepada Masyarakat adalah 

sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 

yang digunakan untuk pembiayaan: 

a. kegiatan penyiapan dokumen; 

b. kegiatan pengadaan Patok dan Materai; dan 

c. kegiatan operasional petugas kelurahan/desa. 

 
 

Pasal 2 

 

(1) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a 

merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen 

yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh 

Pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang 

dimohonkan yang paling sedikit berisi keterangan 

tentang tidak adanya sengketa, riwayat 

pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang 

dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset 

pemerintah/daerah/desa dan penguasaan tanah 

secara sporadik.  

(2) Pembiayaan kegiatan pengadaan Patok dan Materai 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b 

merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan Patok 

dan Materai berupa pembiayaan kegiatan pengadaan 

Patok Batas sebagai tanda batas bidang tanah 

sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan Materai 

sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat 

Pernyataan. 

(3) Pembiayaan kegiatan operasional petugas 

kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi: 

a. biaya penggadaan dokumen pendukung; 

b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan 
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c. transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor 

kelurahan/desa ke Kantor Pertanahan dalam 

rangka perbaikan dokumen yang diperlukan. 

 

Pasal 3 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 65/E 

 

 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 
Tanggal 4 September 2017 

KEPALA BAGIAN HUKUM  
 

 
 

 
Rr. MARIA INGE SS, SH.MH 

Penata TK.I 

NIP. 19761005 200003 2 001 
 

 

 

Ditetapkan di Batu 

pada tanggal  7 Agustus  2017 
 

 
WALIKOTA BATU, 

 

 

                     ttd 

 
EDDY RUMPOKO  

 

 

Diundangkan di Batu 
pada tanggal  7 Agustus  2017 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 
ttd 
 
 

ACHMAD SUPARTO 

  
 


